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SAlINAN

BUPATI KUTA!TIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATI KUTAITIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

TATACARAPENYELESAIANGANTI KERUGIAN DAERAH

TERHADAPBENDAHARA

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI KUTA!TIMUR,

a. bahwa kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk

mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan

akuntabel;

b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan

daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai

terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk

kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian Kerugian

Daerah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian

Daerah terhadap Bendahara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan ...



Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang--Undang Nomor 47 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

PerBendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997

tentang Tuntutan PerBendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;

7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007

tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN

GANTIKERUGIANDAERAHTERHADAPBENDAHARA.

BAB I ...



BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang

nyata dan pasti jumlabnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun lalai.

4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan

terhadap Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga

negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas

nama negarajdaerah, menerirna, menyimpan, dan membayarjmenyerahkan

uang atau surat berharga atau barang-barang negarajdaerah.

10. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah

tim yang memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang diangkat oleh

pimpinan instansi yang bersangkutan.

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM

adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan danjatau pengakuan

bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yang terjadi

dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

12. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang

dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian semen tara atas

Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sitajaminan.

13. Surat ...



13. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW

adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian

kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan

diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.

14. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh

BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak

dapat dilanjutkan.

15. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh

BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian

Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

16. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh

BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian

Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Daerah

terhadap Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Bendahara lainnya yang

mengelola Keuangan Daerah.

BAB III

INFORMASI DAN VERIFlKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal3

Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari:

a. pemeriksaan BPK;

b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;

c. pengawasan danjatau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau kepala

kantor j satuan kerja; dan

d. perhitungan ex officio.

Pasal4

(1) Pimpinan instansi wajib membentuk TPKD.

(2) TPKD...



(2) TPKDterdiri atas:

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;

b. Inspektur sebagai wakil ketua;

c. kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;

d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan,

kepegawaian, hukum, umum, danbidang lain terkait sebagai anggota; dan

e. sekretariat.

Pasal 5

(I) Apabila dipandang perlu, kepala dapat membentuk tim ad hoc untuk

menyelesaikan Kerugian Daerah yang terjadi pada satuan kerja yang

bersangkutan.

(2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan

datajinformasi dan verifikasi Kerugian Daerah berdasarkan penugasan dari

kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instan si yang

bersangkutan dengan tembusan kepada TPKDuntuk diproses lebih lanjut.

Pasal6

(1) TPKD bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian

Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan

oleh BPK.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), TPKD

menyelenggarakan fungsi untuk:

a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;

b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti- bukti pendukung bahwa

Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan

sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;

e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;

f. memberikan ...



f. memberikan pertirobangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian

negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan

pembebanan sementara;

g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan

h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah

kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasal7

(1) Atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan

setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan BPK

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit

dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan KasjBarang.

(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal8

Pimpinan instansi segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus

Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal9

(1) TPKDmengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain

sebagai berikut:

a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang

melaksanakan fungsi ke Bendaharaan;

b. berita acara pemeriksaan kasjbarang;

c. register penutupan buku kasjbarang;

d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari

pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran;

e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;

f. fotokopijrekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat

adanya kekurangan kas;

g. surat ...



g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung

indikasi tindak pidana;

h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal

Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan

1. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

(2) TPKDmencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

(3) Daftar Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasall0

(1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal8.

(2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebas tugaskan sementara dari

jabatannya.

(3) Mekanisme pembebas tugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti

ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Pasal 11

(1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian

Daerah dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.

(2) Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal12

(1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan

laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk

menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi.

a. nilai Kerugian Daerah;

b. perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; dan

c. penanggung jawab ...



c. penanggung jawab.

(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti

ada perbuatan melawan hukum baik sengaja rnaupun lalai, BPK mengeluarkan

surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian

negara melalui SKTJM.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ternyata

tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK

mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Daerah

dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

SABry

SKTJM

Pasal13

Pimpinan instansi memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia

membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (2).

Pasal 14

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib

menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-

dokumen sebagai berikut:

a. bukti kepemilikan barang dan Iatau kekayaan lain atas nama Bendahara;

dan

b. surat kuasa menjual dan / atau mencairkan barang dan/ atau kekayaan lain

dari Bendahara.

(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

(3) Surat kuasa menjual danl atau mencairkan barang dan Iatau harta kekayaan

yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b berlaku setelah

BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

(4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal15 ...



Pasal15

(1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat

puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

(2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), TPKDmengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa

menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/ atau

mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

(1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau

surat pemyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada pimpinan

instansi.

(2) Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui

SKTJM atau surat pemyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan

instansi agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang

dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPKdan dalam proses

pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela,

maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa

yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

BABV ...



BABV

PEMBEBANANKERUGIANDAERAHSEMENTARA

Pasal20

(1) Dalarn hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjarnin pengembalian

Kerugian Daerah, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan

Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara

tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(2) Pimpinan instansi memberitahukan Surat Ke Putusan Pembebanan Sementara

kepada BPK.

(3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara tercantum dalarn

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal21

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk

melakukan sita jarninan.

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan

penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan

Pembebanan Sementara.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

BAB VI

PENETAPANBATASWAKTU

Pasal 22

(1) BPK mengeluarkan SK PBWapabila:

a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari pimpinan

instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (2); dan

b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), temyata Bendahara tidak

melaksanakan SKTJM.

(2) SK ...



(2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara

melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor / satuan kerja dengan

tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari Bendahara.

(3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung

Bendahara atau kepala kantorj satuan kerja paling lamb at 3 (tiga) hari kerja

sejak SK PBWditerima Bendahara.

(4) Bentuk dan isi SK PBW tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalarn waktu 14

(empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBWyang tertera pada tanda

terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal24

BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara

tersebut diterima oleh BPK.

BAB VII

PEMBEBANANKERUGIANDAERAH

Pasal25

(1) BPKmengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila:

a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;

b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau

c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani

SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26 ...



Pasal26

(1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan

langsung Bendahara atau kepala kantor j satuan kerja Bendahara dengan

tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima

dari Bendahara.

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 27

(1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan

yang diajukan oleh Bendaharajpengampujyang memperoleh hakjahli waris.

(2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebasan tercantum Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang

diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari

Bendahara diterima.

BABVIII

PELAKSANAANSURATKEPUTUSANPEMBEBANAN

Pasal 29

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib

mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai kekas

daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat

keputusan pembebanan.

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka

harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal30

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal31 ...



Pasal31

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk

pelaksanaan sita eksekusi.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian

Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan

kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan

lelang atas harta kekayaan Bendahara.

(3) Selama proses pelelangan dilaksan akan , dilakukan pemotongan penghasilan

yang diterima Bendahara sebesar 500/0 (lima puluh persen) dari setiap bulan

sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/ atau pelelangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah

berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan

penjualan dan/ atau pelelangan.

Pasal33

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil

penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka

pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian

Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 500/0 (lima puluh persen) dari

penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan

bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen

yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian

Daerah.

BABIX

PENYELESAIANKERUGIANDAERAH

YANGBERSUMBERDARIPERHITUNGANEX OFFICIO

Pasal34

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai

dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah

yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.

(2) Apabila ...



(2) Apabila pengampujyang memperoleh hakj ahli waris bersedia mengganti

Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan

menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai

penggantin SKTJM.

(3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampujyang

memperoleh hakj ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau

diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal35

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan

penghapusan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

BABX

LAPORANPELAKSANAANSURATKEPUTUSANPEMBEBANAN

Pasal36

Pimpinan instansi menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat

Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BABXI

KADALUWARSA

Pasal37

(1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam

waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan

penuntutan ganti rugi.

(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak

dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak

keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau

sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak

diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB XII ...



BAB XII
SANKS!

Pasal38

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat

dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/ satuan kerja yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat

dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal39

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan

pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh

pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris.

Pasal40

(1) BPK segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:

a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada

keluarga;

b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

(2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pencatatan tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal41

BPR dapat membentuk Majelis Tuntutan PerBendaharaan dalam rangka memproses

penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pasal42

(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 1alai dalam proses tuntutan

penggantian Kerugian Daerah.

(2) Dalam ...



(2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian

Daerah dalam Kerugian Daerah, maka Kerugian Daerah wajib dikembalikan

sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.

(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian

Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Surat

Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang

sudah disetorkan ke kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUANPERALIHAN

Pasal43
Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi Kerugian Negara dilaksanakan oleh

satuan kerja yang menangani kerugian negara yang sudah ada atau oleh

Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan

Bupati ini.

BABXV
KETENTUANPENUTUP

Pasal44
Pimpinan instansi membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Ditetapkan di sangatta
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATIKUTAITIMUR,

ttd

ISMUNANDAR
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKUTAITlMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

K 8agian H kum,

Waluvo H awan SH
Pembina TK. II IVb

NIP. 19670908 199403 1 003



l..-npiran I
Keputusan Bupati Kutai Tmur
Nomor :54 Tahun2018
TentlJng ; Tate cara Tuntutan Gantl Kerugian Daerah

Tethadap Bendahara

NAMA UNIT ORGAPUSAStlSATUAN KERJA ')

Tanggat .

Pemberitahuan
teqadlnya kekurangan
uangl'oarang

Kepada :

Yth. K.tua Bactan PemerikN Keuangan
PerwakHan PropIMI Kanmantan
T.mur
dl
Samarinda

Ber.sama in. Icemi bemat".uIcM bahwa daJem pengUl'USall uangIbarang )'2119 dilelwfasn oeh
Bendahara PenerimaanI Bendahara P~~ahara Satang J a.n. . .
NIP..... . . .. .. ... •........ yang pengawasannya menjadi tanggungjawab katni. ~ tetjadi
kekurangan uangIbaraJ'lg (~ tetcor) setIesar Rp '" ( dengan
hUM ).

$eWlju1nya karnI berrtahul<an bahwaa1as peristiwa tersebut. tindalcan yang teIah kami ambiI ada!att:

1.

2. :.~:::::::::::::::.::::~:::::.::::: ... :::} Z)

Sehubungan dengan hal tersebut, $luna peSlyeiesllian laetwrangan uangIbarang cfmaksud bersama tnI kami
iampil'kan;

a. Befita Acara Pemeriksun ~JS4( Bmtng;

b. RegISter Peoutuoan Kas;

Co Pertlitungan yang dtbuat 8endah8ta sebag&l per1anggungjawaban:

d. Fotokopl Bu;w Kas Umum (SKU) bulan bersangkutan;

Co dan lailWam (yang bericaItan dengan kasus).

Demiloan pell d>eJ itahuan Icami untul< ~ digunlilcan sebagclt b8han pertimbangan datam proses
pengenaan ga:r.; kerug.an ~ benc1ahata yang ~ngi«.."tan.

Kami ucapka.n 1erirna kasih etas perhabannya.

NIP ..
") Corm yang tidak pem_,

BUPATI KUTAI TlMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretari aerah Kabupaten Kutai Timur

ukum
ISMUNANDAR

-
Waluvo eryawan, SH

Pembina TK. II IVb
NIP. 19670908 199403 1 003



Lamp'ran U
Keputusan 8upatJ Kutai Trnur
Nomor : 54 Tahun 2108
Tentang : Tala Cata Tuntutan Ganti Ken.lgian Daerah

Tertladap 8enOahara

DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

TRJ "'L'L":-' : .
T..\IIU:-: .
SKPD ..

iN >.:uru ""/Tgl I t.:=n JrnL Sts2
:

Jcniscbn Kef' ).0-

I Jm!. I
BcncWun :1<'.1):-1/ ~~/ Kerugj= Pcmb:.,,:=n/ K~~ I JumWl

! ~K Pcm.bc:b:la:In T2hun N= Anft:ru= s.d. (Rp) &r.ang

I S<:ro=on/ SK K~ (Rp) 8ub::l ... j=Wrm
Pc:mbcb=an (ltp)

I
1 2 :> 4 ;) I 6 I IS ? i

I ,
!
I

( )
I o-~ __
l) 1').. ",- __ .,..- @t" ..,....,....... ,.. ..

J) u-......,.. /l)JlS),,'"lJ\4-'SIo:~~...,..,:;x-t ·' ........ adt~
.-; O-""_ 'ootIJiDltllD ~
S. O-..._......w.~_ ~_,.~
6} 1,_cS._,._..!"""bo>-!""'II ......s...- ... -~
7) O-""""""'-"'l> ........~~..._ ..
lr, O-~ __ ..-bo<:I:zo&_~1d:It,j.
,. o.."'_

~SI.,,"-_ ....._,_....w._.... ...........
III*'_" SK~s.- _ <aloIa~ .._b· SaJ--.
.....__~"'.....-..---~ ~ ..... C.._~

BUPATI KUTAl TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat D erah Kabupat n Kutai Tirnur
Ke kurn

Waluyo H ryawan, SH
Pembina TK. II IYb

NIP. 19670908 199403 1 003



LampiranlO
Ke9utusan Bupati Kutal Tmur
Nomor :54 Tahun2018
Tentang: Tala Cara Tuntutan Ganti Kerugian Dae1"ah

Tertladap Bendahara

SURAT KET£R.A.""GAN TANGGU~G JAWAB MUT1..AK

(SKTJM)

.....& ":<d. SK PCOl;lJlgk:tr.u:l Seb:z~ Bc:od:Uu.o :..... .. . ..••........... _. . ... ,_._ ...................•••..

MC:UY:II:u:an dcnK"'D o.lalt :lK:an mnuolt kcmb:ah, b:ah .,. :a~"2 bcrttoss=~ .ob :tta:< ~ Scpra ~

Rp....... . "',' ' _ ~ bImtf ). )"2lcni ~ ~~cb:leb::ablc:to:

:>;lP

P;u'lgiat/GoIon~

T cmpu/TSlJ.ahlr

.-\bm:u

K~ =but lllao sa).,. g:mn dc:ng:m ftX'tl)crotIun jumbh =»cbut ILc K:as..~/thcob·)<h._ .._ _. __ .... _.'_._ ,..cbbm

iansb ....'2lcru 40 (cs:npa:- puluh~ban Kpk ~ mc=n:mcb~ SK1JM mi. J)

Sclxlp ~ _ pemy:l= au. $I~ ~ $d2h1an t:.=Ig.~ bescrca bukn ~..IibD cbn AlClt Iru:asa mcajUa) ~

betiIru::

t _•._ _.

2. ......_•.••.••••••....•••...••••.••..•.••• _

3.._ _ _

...:Iuruh luml:ah ~ tetl>Cbut, u>aic::a r-.es:ao cbpgt mco,u:a.I :u:w tnc:icbns bcLt20g pmmatI ~

........... »

Kc:p:1b (S~ O'lP3U4Ii'f)

SWcsi - S:tlui :
I _ _ .

}"2. '..)= }'2IIg 0chIt pctJu

~ ....;:;:;;;...,-;-f,O-..._,..__"""""' ,....._- , os r...."rJ.'\l.
~O-d<_ ..... ~ :-IIUIIIdo_..-,...~

oIdo b<DdoIIIoD""'_ S _ ~ $S ..,O"~"........._"""'_'OlocrU _ln 1 __

4) o...•..._.,~....a...___-.s- __ ,.._.La •
5) o.o..~_ ........._ ..... ~'. , ,..r. 0-,-- __ "",_", oJ M_t=+.._, ~__.._
;:, DWo~_ .. _ ..... '*""Pr-mmI.-!!l'K_ rqX: ;' ,._.. _".u.b:opo_ G Sk"TJ\l ...

BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabup ten Kutai Timur

Ke a-E~~' !tft.,~loktun

ttd

ISMUNANDAR

Walu 0 awan SH
Pembina TK. 1/ !Vb

NIP. 19670908 199403 1 003



Lampinn N
Keputusan Bup;ni Kutai Tmur
NomOl' : 54 Tahun 2018
Telrtang: Tats Cara Tuntutan Ganti Kerugian Oaerah

Temedap Bendahara

KEPUI"Us.~
NOJDOI" ••_._ •• '}

tCDc:ug
PEMBEBAN.-\!"l KERUGIAN !'."EGARA SEMENrARA

.-.--.-- .•-.-.-(~)--- ..-- ...-.-Z)
.•-._ ..••..••.•.... (D2.m2 ~t:I.D. ya:ug bcrwen2ng ~ sunar Jccputusao) .__ ._ ••.__ ... ,~)

b.

M~t 1.
1. }..

MEMtlTUSKAN

KepuN~ ..__._ (= Pb:tan y~ bctw~ mc:nc:tbitbn -=r.~ pad:l tnsanst rc:rlw:)
trnt:mR pcmbdn:rutft ~ ~cgacVDaea.b Scmc:DCIr.t. 6)

PERTAMA ~fcmbebatu ~ti:o- ~ nq;an $CDlC'OCU2 cc:ma.bp S:zud:tt2. _(:usn:l, p:tn~
pb1t2t1., l'..lP) fd:Utu ~~pu/W_lKdu:ugl d:ri Rcn~"}pacb ..__._._._._._. _
1IC.bc$:at Rp.. .••••••••• {~\U\I.!------.).7)

Mc:o~ k.cpacb S:tad:ta ......• , .cblw K.etu:t TP~ <11 ••••••••• '" •••••••••
uotuk ~ d;as coc:mia:t2 kcpMb Saud:aa. agar menrc-roc ke I<a$ ~/Oacnn")
'<Cjumbh ~ ~cbet2h =scbut. I)

KETlGA

Oitctq)b:a eli •....••.......••....••....
PAdta~.......................... ~"

KepUt (Satwm ~) ~

(•.•__.... N2madanNIP )

T__ ~-._,....."....

1 "'- Bo.ka ~ ~_ ~JaIoo-.:' ._ _ ....•............. _ _ .
, ),?Crt PI! '.."

,......... ~:
IJ O-.,._ _."._,_.~_~ _,....bnW»~_,...1>a eJ
~o...~_
) O"..__..- .... ~_twb::._
~, o..~ __ ",.,..,..,..,.".._fatca cIonlloadua"... _,... "'/~I ""_ --spmuo,.~ ...,..~_
'S)O"' ..... ~pt'ftIIICIq-~~_,......_.,......_ ..... ,.........._. __ ~
6)DwicbpD_,._ .....~_,. _-.-..~ obA.
-, O"~_pooWJcx.~:-.D' ...... ~....,~cIonllmod>.lwo._ ~ "-" ...... ""'«..-..dL
flo...cInot!>n_~ '!'PIC'. ..... __ """'_
o O"'.._' .......cIon~...,__ ..... '--
" 0.. cIrqi:m _lI<poI> _...-
II o.__ ---~.-~. E BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat erah Kabupaten Kutai Timur

Ke

ttd

ISMUNANDAR

Waluvo e awan. SH
Pembina TK. II IVb

NIP. 19670908 199403 1 003



LampaanV
Keputusan B\.I;)ati Kutai TmuT
Nomor : 54Tahun 2018
Ten1ang : Tata Cara TuntlJtan Ganti Kerugian Daerah

Tethadap Bendahara

KEPtmJSAN BADAN PEMElUKSA ltEUANGA.."J
REPlJBUX INDONESlA
N~ ••__ I)

TC'tlI2IIg
PENET APAN. BATAS WAKTU PE.NGAJUA.N K£BERAT AN

BADAN PEMERlKSA KEl1ANGAN REPl.iBUK iNDONESIA
MAJELlS TlJ!I."TUTAN PERBENDAHARAAN,

:L.. .• ..• _. ••__ •

b... . _
c.. _ _ ._.. ._..__.

I . .__.._.. _

2 .._. .._._...._ ......_. __.._.__~
3. __.. ._.__ .._.. _

KEEMPAT

KcpUUWU> 'CD.taIlf; PcacaopaD Baus Wsm. P~kbcc:u:m

Meny.m.lcan tnhwa Sa.ud::tra •.__ •__ 8cncbb:a:::V:-'l2=m 8c>cbh=a p:ad:t ..__ .••_(untt kerj2 d=
imon ...)_ .._.dL ~ P,.,20 :ua..~ kc:rugi= 0Cf!;U2Icbcr2h ..,bes:u
Rp- ..--{--.dc:ns- buntt ._-) ~ ~ ~/ltclal:zian rmII dilO.uIaono,..
:<ehmm~""tnlbo ~ Icc:na~ nc-gar:VcIacmb recscbuL ~

Mcmbcri kncmpUIID k.c:J-da S:a:udat3 unNk ~ kcbcra.tm U!lU pcmbeb3n diri
:leas ~ ocgu:a cIab.m i:m3b wakru 14 (cmpu bc:b.o) Inri terlut'1Jft8 Ktdah mcncrim:1 ~=lf
kepucu=> 1ni.S)

ApabUs s:omptai ~ ~ ~ 14 (m>p:ot bcb..) b:u:i =so:bul bmdatnn ,,2.:lg ~t2Il achk
~~ kc:bcm:ul:u:au pcmbcb:m din al2S ~ oc:p.-aldacs:&b. 8ad:m Pc:mc:cW:l K~
alc:n tcgu::l ~ Suml ~ Pcmbcbczn:u>.

Sor.tt ~ III) bc:cbku ~ onsg:aJ dttccapIcan

KEDUA

........................

. t-4l
B.ADAN PEME.RJ.KSA KEUANGAN

MA]ELlS TUNI'lJTA.."'J PERBENDAHARAAN,
Kl,TU.\.

ANGCm·A.

(_ .. s~_._. )

( :l':una....~ __ •._)

ANGCOTA.

C-----··-:-<-:am:r..-\aegoo·· J
T_""_ ~_~...,,_

I. ~,,·"."': ..... ~G~. ~oJ'IIa];I,oa __ tio __ } I)
: 0)0&.

1 '0"'D'b:mWwa1 -,'r.,10

,...,......~:
I) I>-~ _...__ ,_ _cSaopo_) __1>aIob6iJll'l;..

2j o..~_ ,-,-~_'-...J~"., t • ..._~~t.:.".po-.--3) Oiio~~pcr ';: , e - .... ~_ a.wo_
..,0....... _ .,.__,,_~_....,. ...,.... ~ ...,..,c!ocnI\~1<fIOdo.
~ Oioodmpa_~ ___

(,;O-..__ ................~~.,..o..~_~_.~~":,_.,,, tt tioJIPK.
¥ o..,,"----J_- __»,

BUPATI KUTAI TlMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Waluvo eryawan, SH
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Lampiran VI
Keputusan Bupati Kutai Tmur
Nomor : 54 Tahun 2018
Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Ket'.,:if.an Daerah

Terhadsp 8endahara

KEPtJ"IlJSAN BADAN PEMERIKSA KEUA.""GA."'l
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. __..•.._ .... ')
TCJtaDg

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH EEPADA =)

ATASNAMA NEGARA. REPUBUK INDONESIA

BADJU,,"PEMElUKSAKEUANGANREPUBln3NDONESIA
MAJEU5 ~AN PERBENDAHAR.:\A''J,

a, ..-..._ ..... ._._-_ ......

}b. ------_. l)
Co _ .._-----_._.
I. ....__ .._._.. .._ ......

}2- --...-~------... C)
3. ._ .........._-_ ......-

PERTA.:>d.A

MEMUT\.;SKAN
~ Ssd:tD P~ ~ tawmg p~ P~tiao Kensgia.o
Ncpn KepadJ& ... __ .... _ S)

!'.icoy:u:abn ~ • --, ~TP. 8c:nd:alw-:a/M:mt:an Bcn<biw-:a p:xb ........_ (n:am:umrt
kc:tja. fSlSCIt.f:JSiI pro.~KotIl)_ rcl:&b ~ II(.'QC sab d::> ~ md:tkWan
iu.=bh21l :nUll Itc::b:l:ai:al ~tQ:oI mc.og:lkib:ulun k~ nc:s:=/ cberab y~tIf) ~erilWl d:a.brn
~/pcn~;dob=D)'2 sc:aib:i Rp. ....._ (_ ..... dcng.1.c b.wuf) 6)

~ -- diu'Zjiblcan unNk ~ k.e~ rqr;ao./~ dcng:u> iumbh ~
ClI:«2.nNm d:IJarn DikNcn PmrrAMA dcnpn = mcny<:tOdao k~ K:zs N~Dacc.bi7)

~ D awIas bc::dak.. xj2k t:q;g:U dir.c:apb>.

~~ :::'~'.:~.:.~~::~~'~'}.)
BADAN PEME.RIKSA KEUA.~GAN

MAJEUS n..NTUTAN PERBENDAHARAAN,
xzru ......
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BUPATI KUTAl TIMUR,
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LampiranVD
l(eputusan Bupatl Kuta! TrnUf
Nomor .54 Tahun 2018
Tentan9. Tata Car.t TuntlJtan Ganb Kerugian Oaerah

Terttadap Bendahal'8

KEPt.;TUSA,-'; 8ADAN PE."1Eltll!:SA Klru ....~GAN
llEPt.:BUX 1NDO~"ESl'A

Nomor_.,. ..._. ':t

T~~
PEMBEBASAN PE."iGGANl1AN IERUCJA..1'J NECAltAB.A£..RA KEPAOA ~
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